
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR I l,b.r.L /2qeq /Kep-DPRDl2l2025

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA DSTAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 14\ dan (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 2i Tahun 2O2l tefltang Penyelenggaraan
Penataan Ruang menyatakan bahwa, "kawasan lintas
kabupaten/kota secara fungsional terdapat di lebih dari I (satu)
wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, peny'usunan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimaksud dilaksanakan
secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
terkait ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/ kota sesuai wilayah administrasinya", maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Medan tentang Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.

l. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(l,embar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44441, sebagatmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47251, sebagatmana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tental:g Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nornor 41, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2077 tenlang Perubahal atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O42);

Peraturan Pemerinta,h Nomor 5 Tahun 202 1 tentang
Perizinan Usaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2027 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1l Tahun 2O21 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan
Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Talrun 2O2l
Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2O2l tentang Pedoman Penyrrsunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
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Memperhatikan

Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2O2 I tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nornor 3271
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2O22 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 202 I tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Ta}lun 2022 Nomor 530);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2O2l tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentane Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2Ol7 -2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor I Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun
2022-2042 (kmbaran Daerah Kota Medan Talrlun 2022
Nomor 1);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
20 18 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2023 Nomor 84);

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal
20 Januari 2025;

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian
Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
2 Tahun 2Ol5 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Z,cnasi Kota Medan Tahun 2O15-2035, tanggal 18
Februari 2025;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2O 15

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota
Medan Tahun 2015-2035 dilakukan oleh Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan.

Pelaksanaan Pembahasan Bapemperda ini dibantu oleh
Sekretariat DPRD Kota Medan.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Medan Tahun Anggaran 2025 sesuai Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerj a Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPA I A.l I
4.02.0.00.0.00. 0 1.00OO I OO I I 2025, t anggal 02 J anuari 2025,
pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan
DPRD (Kode Rekening 4.O2.O2.2.01l. dan Subkegiatan
Pen5msunan dan Program Pemtrentukan Peraturan Daerah
(Kode Rekenin g 4.O2.O2.2.O 1.0O0 1).

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal ebruari 2O25

KETUA D PERWAKILAN
T RAH KOTA MEDAN,

CHUN SEN

KEEMPAT

Tembusan:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

\


